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RINGKASAN 

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT 

UMUM YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK 

 

Oleh : 

 

Angelia Fitriana1 Rahmida Erliyani2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat 

 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk membantu Badan Pertanahan Nasional dalam urusan pertanahan, 

khususnya dalam pembuatan akta otentik terkait hak atas tanah atau hak milik satuan 

rumah susun. Institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan memiliki peran penting dalam menjamin 

kepastian hukum dalam transaksi pertanahan. PPAT bertugas melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. 

Terdapat perbedaan signifikan antara PPAT dan Notaris, meskipun keduanya adalah 

pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Sementara Notaris harus 

menempuh pendidikan Strata 2 Kenotariatan, persyaratan pendidikan untuk PPAT lebih 

beragam dan menimbulkan pertanyaan tentang standarisasi kualifikasi. Hal ini 

memunculkan diskusi tentang kebutuhan akan pendidikan khusus untuk PPAT, baik 

terpisah dari atau terintegrasi dengan pendidikan notaris, untuk meningkatkan 

profesionalisme dan kualitas layanan PPAT dalam menjamin kepastian hukum terkait hak 

atas tanah. 

 

Tujuan penelitian Untuk mengkaji kedudukan pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat 

umum yang membuat akta otentik dan Untuk mengetahui pengaturan (Ius Consituendum) 

Eksistensi Pejabat Pembuat akta Tanah untuk Masa yang akan datang diharapkan dapat 

menjadi bahan informasi dalam kerangka pengembangan ilmu 

pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu kenotariatan terkait dengan eksistensi pejabat 

pembuat akta tanah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik di Indonesia dan 

dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi para pihak yang 

berkepentingan, yaitu pejabat pembuat akta tanah dan masyarakat atau para pihak serta 

dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented (Penelitian Beroreintasi pada 

perubahan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach), pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan 
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konseptual (Conseptual Approach). Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis. Jenis 

bahan hukum yang digunakan ada 3, yaitu: Primer, sekunder, dan tersier 

 

Hasil Penelitian : Pertama, Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai 

pejabat umum memiliki peran vital dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia. 

Namun, ketiadaan pendidikan khusus yang terstandarisasi untuk PPAT menciptakan 

kesenjangan signifikan antara status dan kompetensi yang diharapkan. Situasi ini 

menimbulkan berbagai implikasi serius, termasuk variasi dalam kualitas layanan, 

peningkatan risiko kesalahan dalam pembuatan akta, potensi tantangan hukum, dan 

dampak pada kredibilitas profesi. Kesenjangan ini juga berpengaruh pada perlindungan 

konsumen, standarisasi praktik, dan pengembangan profesional PPAT. Kedua, 

Standardisasi pendidikan dan urgensi pembentukan Undang-Undang PPAT. Terkait 

pendidikan, diusulkan adanya program khusus setara pascasarjana yang wajib diikuti oleh 

semua calon dan PPAT yang sudah menjabat, dengan kurikulum komprehensif mencakup 

hukum pertanahan, administrasi, etika profesi, dan keterampilan praktis. Sementara itu, 

pembentukan Undang-Undang PPAT dianggap krusial untuk mengkodifikasi aturan yang 

saat ini masih tersebar, memenuhi syarat pembuatan akta autentik sesuai Pasal 1868 

KUHPerdata, memperjelas kewenangan PPAT, dan mengatasi berbagai isu terkait profesi 

ini. Meskipun Rancangan Undang-Undang PPAT telah dibuat pada 2019, belum ada 

tindak lanjut signifikan. Kedua aspek ini dipandang sebagai langkah penting untuk 

memperkuat kedudukan hukum PPAT, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan 

profesionalitas dalam administrasi pertanahan di Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Kata kunci : Eksistensi, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Umum, Akta 

Otentik 

 

Penulisan tesis ini membahas tentang EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK. Secara 

teknis menentukan bagaimana Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai 

Pejabat Umum Yang Membuat Akta Otentik, dan Bagimana Pengaturan Ius 

Consituendum Terhadap Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Menurut hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa : Pertama, Kedudukan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum memiliki peran vital dalam sistem 

administrasi pertanahan Indonesia. Namun, ketiadaan pendidikan khusus yang 

terstandarisasi untuk PPAT menciptakan kesenjangan signifikan antara status dan 

kompetensi yang diharapkan. Situasi ini menimbulkan berbagai implikasi serius, 

termasuk variasi dalam kualitas layanan, peningkatan risiko kesalahan dalam pembuatan 

akta, potensi tantangan hukum, dan dampak pada kredibilitas profesi. Kesenjangan ini 

juga berpengaruh pada perlindungan konsumen, standarisasi praktik, dan pengembangan 

profesional PPAT. Kedua Standardisasi pendidikan dan urgensi pembentukan Undang-

Undang PPAT. Terkait pendidikan, diusulkan adanya program khusus setara pascasarjana 

yang wajib diikuti oleh semua calon dan PPAT yang sudah menjabat, dengan kurikulum 

komprehensif mencakup hukum pertanahan, administrasi, etika profesi, dan keterampilan 
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praktis. Sementara itu, pembentukan Undang-Undang PPAT dianggap krusial untuk 

mengkodifikasi aturan yang saat ini masih tersebar, memenuhi syarat pembuatan akta 

autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, memperjelas kewenangan PPAT, dan mengatasi 

berbagai isu terkait profesi ini. Meskipun Rancangan Undang-Undang PPAT telah dibuat 

pada 2019, belum ada tindak lanjut signifikan. Kedua aspek ini dipandang sebagai 

langkah penting untuk memperkuat kedudukan hukum PPAT, meningkatkan kualitas 

layanan, dan memastikan profesionalitas dalam administrasi pertanahan di Indonesia 
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